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 I. Pendahuluan

Datang langsung ke kantor Savy Amira
Melakukan pengaduan melalui nomor hotline, nomor kantor dan email  
Merupakan rujukan dari Komnas Perempuan
Merupakan rujukan dari lembaga lain.

Savy Amira Sahabat Perempuan adalah lembaga non-profit yang didirikan oleh beberapa aktivis
perempuan pada 25 November 1997, disahkan dengan Akta No. 35 oleh Notaris Mauli Diniari, SH. Sejak
berdiri, Savy Amira berfokus memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan
berbasis gender dengan wilayah jangkauan utamanya adalah Kota Surabaya dan kota-kota sekitarnya.
Penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) berbasis gender di Savy Amira berfokus pada
pemulihan psikologis, konsultasi hukum, konsultasi psikososial, pendampingan pada proses kepolisian/
pengadilan dan rujukan sesuai kebutuhan korban baik melalui kerja jaringan Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS) atau pemerintahan. 

Sejak tahun 2012, Savy Amira bersama dengan 96 lembaga pengada layanan di 30 Provinsi membentuk
Forum Pengada Layanan (FPL), yang saat ini telah berkembang menjadi beranggotakan 122 lembaga
pendamping yang tersebar di 32 provinsi. Lembaga pengada layanan memberikan pendampingan hukum,
psikologis, ekonomi dan sosial (crisis center). Sejak 2016, Savy Amira bersama dengan 8 lembaga pengada
layanan yang bekerja di Pasuruan, Malang, Jombang, Tuban, Gresik, Lamongan, Kediri, Surabaya di Jawa
Timur, bersepakat membentuk Jaringan Kerja Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
(Jangkar PKtPA) Jawa Timur. Jangkar PKtPA Jatim ditujukan untuk bisa saling menguatkan penanganan
kasus perempuan dan anak di wilayah Jawa Timur. 

Savy Amira mendokumentasikan kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang didampinginya
setiap tahun dan menjadi bagian dari data Catatan Tahunan (Catahu) berskala Nasional yang diterbitkan
oleh Komisi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Catahu
KTP 2021 ini merupakan dokumentasi terhadap kasus kasus kekerasan berbasis gender (KBG) yang
diadukan maupun didampingi oleh Savy Amira dalam kurun waktu penanganan Januari hingga Desember
2021, baik pendampingan psikologis, psikososial dan hukum. Kasus KTP yang ditangani oleh Savy Amira
bersumber dari penyintas yang:

1.
2.
3.
4.

 II. Situasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2021

Pandemi sudah berjalan hampir dua tahun, situasi ini tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi
Savy Amira sebagai lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan. Pendampingan yang
biasanya dilakukan dengan tatap muka, hanya dapat dilakukan secara daring untuk mencegah meluasnya
penyebaran virus COVID 19. Namun demikian, pada kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilakukan
secara daring seperti pelaporan ke kepolisian, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan
pemeriksaan kesehatan/visum, serta proses sidang di pengadilan (pengadilan Agama maupun Pengadilan
Negeri), kegiatan tetap dilakukan secara luring. Pada periode Juli-Agustus 2021 Savy Amira terpaksa
menghentikan kegiatan pendampingan selama beberapa minggu karena beberapa pendamping terkena
COVID 19. Setelah situasi gelombang kedua pandemi Covid-19 menurun, Savy Amira kembali melakukan
pendampingan tatap muka pada beberapa kasus tertentu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan
yang ketat. 

02



 Pada masa pandemi, pembatasan sosial menjadi salah satu pemicu tingginya KTP pada ranah personal.
Kekerasan dan beban ganda pada perempuan sudah ada sebelum pandemi, namun pandemi telah
memperburuk faktor risikonya. Durasi waktu perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga lebih lama
dan beban pengasuhan menjadi lebih berat sehingga kelelahan dan ketegangan di keluarga memicu
kekerasan terhadap perempuan. Menormalkan tindak/ancaman kekerasan sebagai cara untuk
menyelesaikan konflik/pelampiasan kekerasan, ketidaksetaraan gender, tekanan sosial dan ekonomi
akibat pandemi, ditambah pembatasan sosial menyebabkan meningkatnya angka kekerasan terhadap
perempuan Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Banyak perempuan “terkurung” di rumah bersama pelaku,
yang lebih berisiko pada terjadinya KDRT, sementara terputus dari layanan-layanan sosial. (1)  Layanan
yang dibutuhkan oleh perempuan yang mengalami KDRT saat pandemi. misalnya shelter, menjadi tidak
tersedia atau lebih terbatas dan memerlukan syarat adanya swab antigen atau PCR secara mandiri
sebelum mengakses. 

 III. Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2021
 1. Jumlah Kasus 

Dari bulan Januari hingga Desember 2021 terdapat 148
pengaduan kasus yang masuk ke Savy Amira. Mayoritas
pengaduan datang dari kasus baru yaitu, 133 kasus
baru (89,9%), 9 klien lama yang masih berlanjut (kasus
lama) dan 6 kasus klien lama yang datang kembali
karena kasus baru yang ia alami. Klien lama kasus lama
didominasi oleh kasus kekerasan ranah personal, yaitu
KDRT baik yang masih terikat dalam perkawinan
(Kekerasan terhadap Istri, maupun yang telah bercerai
(Kekerasan oleh Mantan Suami). 

Grafik 1.  Kasus KTP 2021

 2. Ranah Kasus Kekerasan 

(1)  UNDRR, 2022 tersedia online at https://www.preventionweb.net/publication/gender-based-violence-and-covid-19
(2)
http://repository.ubaya.ac.id/37145/1/Benedicta_Persepsi%20dan%20Reviktimisasi%20pada%20Perempuan%20Penyintas%20Kekerasan%20Seksual%20untuk
%20Tapa_abstrak.pdf

Grafik 2 di samping menunjukan kasus-kasus kekerasan ranah
personal (72%) seperti KDRT-Kekerasan Terhadap Istri,
Kekerasan Dalam Pacaran dan KDRT (orang tua-anak dewasa),
Kekerasan Mantan Suami dan Kekerasan Mantan Pacar menjadi
kasus yang paling banyak tahun ini. Kasus kekerasan ranah
publik (27%) dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki relasi
dekat misalnya teman, orang lain yang dikenal dan orang lain
yang tidak dikenal. 

Grafik 2 Ranah Terjadinya Kasus Kekerasan

Klien lama kasus baru didominasi kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.
Widom (1989) mengatakan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan cenderung terikat dengan laki-
laki pelaku sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari relasi bersama pelaku, yang kemudian berisiko
mengalami reviktimisasi (2). Potret 9 kasus baru yang dialami klien lama menunjukan bahwa ada
keterikatan yang membuat korban mengalami reviktimisasi.  
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Kasus pelecehan seksual berjumlah 2 kasus (korban berusia 11 tahun), pemaksaan aborsi 1 kasus (korban
berusia 16 tahun) dan inses 1 kasus yang mengalami kekerasan seksual dari pamannya ketika ia masih SD
(saat ini korban sudah dewasa); sementara dua kasus lain yang bukan kasus kekerasan seksual ada 2 yaitu
penelantaran dan tekanan psikis ( 7 tahun dan 12 tahun). Kasus KSBGO (korban berusia 15 - 18 tahun)
adalah remaja perempuan yang baru menggunakan media sosial seperti facebook dan twitter. Mereka
belum menyadari risiko terpapar KBG online. 

Dua dari tiga kasus perkosaan yang terjadi
mengakibatkan korban yang masih SMP dan SMA
hamil sehingga menghambat aktivitas pendidikan
korban. Pemaksaan aborsi terjadi pada korban yang
masih SMP, pelaku membelikan korban obat yang
katanya ‘penggugur janin’ di online shop untuk
diminum korban. Kasus perkosaan yang terjadi pada
pelajar SMA hingga hamil situasinya menjadi rumit. Grafik 4:  Kekerasan terhadap Anak

Pelaku tidak mengakui adanya perkosaan kemudian keluarga korban melakukan mediasi (keluarga ingin
menyelesaikan secara kekeluargaan) dengan melibatkan aparat desa. Karena mediasi tidak berhasil
korban melaporkan kasus ke kepolisian. Namun keluarga korban justru mendapatkan intimidasi dari pihak
pelaku dan aparat desa yang mengatakan bahwa korban bisa dilaporkan balik dengan tuntutan
pencemaran nama baik. 

 3. Jenis Kekerasan

Grafik 5 menunjukkan sifat kontinum dari kekerasan yang dialami korban. Jarang sekali, seorang korban
kekerasan mengalami hanya satu jenis kekerasan. Korban mengalami dua atau lebih jenis kekerasan mulai
dari fisik, psikis, seksual hingga ekonomi. Namun kekerasan psikis selalu hadir di setiap kasus kekerasan
yang ditangani Savy Amira. Diagram di atas menunjukan jenis kekerasan psikis-seksual menjadi kasus
tertinggi yaitu 54 kasus, kekerasan psikis-fisik 29 kasus, kemudian kasus kekerasan psikis-ekonomi dan
kekerasan psikis-fisik-ekonomi masing-masing berjumlah 13 kasus. 

Grafik 5:  Diagram Jenis Kekerasan

 Bentuk kekerasan fisik yang terjadi antara lain
dipukul, ditendang, dijambak, disiram air, didorong,
diseret, dibanting. Kekerasan psikis yang dilaporkan
antara lain dihina, dibentak, dimarahi, dituduh
selingkuh, dicurigai, diancam. Kekerasan seksual
yang terjadi juga beragam seperti; perkosaan,
pelecehan seksual dan eksploitasi. Kekerasan
ekonomi meliputi baik penelantaran maupun
eksploitasi ekonomi, yaitu perempuan menjadi
sumber keuangan keluarga yang bertanggung jawab
terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.
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Kasus kekerasan terhadap perempuan pada ranah personal yang tinggi menunjukan bahwa perempuan
semakin tidak aman, relasi dengan keluarga dan pasangan yang seharusnya penuh rasa aman tetapi
menjadi sebaliknya. Kasus kekerasan pada ranah personal yang tentunya memiliki relasi dekat terjadi di
rumah, kos-kosan, kontrakan dan hotel. Kekerasan pada ranah publik terjadi di lingkungan pekerjaan
(kantor dan panti asuhan), pendidikan formal (universitas) dan pendidikan keagamaan (TPQ/Taman
Pendidikan Al Qur’an, pondok pesantren).  

 4. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Kasus KDRT yang masuk tahun 2021 berjumlah 85 kasus, merupakan bentuk kasus tertinggi. Pada kasus
KDRT yang paling tinggi adalah kekerasan terhadap istri (57 kasus), kekerasan terhadap anak (6 kasus),
kekerasan oleh orang tua terhadap anaknya yang telah dewasa (11 kasus), dan kekerasan mantan suami
(2 kasus), kekerasan adik-kakak (4 kasus) dan kekerasan anggota keluarga (5 kasus). Apabila dibandingkan
dengan jumlah kasus KDRT-Kekerasan Terhadap Istri (KTI) di tahun 2020 yang berjumlah 43 kasus, angka
kasus tahun ini mengalami peningkatan sekitar 7%. Bentuk kekerasan terhadap perempuan pada grafik di
atas berdasarkan pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)
sehingga terbatas pada pembahasan ini. 
  

Sekalipun merupakan kasus pidana, tidak semua
kasus KTI dapat diselesaikan/berlanjut melalui jalur
hukum. Korban seringkali mengalami tekanan dari
keluarga ketika meneruskan kasus ke ranah hukum.
Penyelesaian damai di kepolisian maupun di lingkup
keluarga, kepercayaan bahwa pelaku akan berubah
perilakunya dan adanya ketergantungan ekonomi
pada pelaku membuat korban mencabut laporan.
Pencabutan laporan oleh korban akan berdampak
pada keengganan korban melakukan pelaporan saat
kekerasan kembali terjadi karena seringkali saat
mencabut laporan sebelumnya, APH mengatakan
bahwa apabila sudah dicabut tidak dapat dilaporkan
kembali. 

Berbeda dari kasus KDRT, kasus Kekerasan dalam Pacaran/KDP (29 kasus) cenderung sulit dibawa ke
ranah hukum. Tidak adanya payung hukum yang responsif terhadap isu kekerasan di ranah ini, membuat
kasus KDP yang didominasi kekerasan seksual, dinilai sebagai bukan kasus kekerasan, melainkan kasus
yang terjadi atas dasar suka sama suka. Hingga saat ini belum tersedia dasar hukum apabila relasinya
adalah pacaran. Kasus kekerasan oleh mantan pacar (11 kasus) seperti ancaman, penguntitan dan
pencemaran nama baik terjadi karena adanya motif balas dendam. Kasus seperti ini pada umumnya
terjadi ketika perempuan yang mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan. Inisiatif seperti ini
dipersepsikan sebagai hal yang mencoreng image “laki-laki sebagai pengendali”. kesenjangan relasi kuasa
sehingga pelaku ingin terus menerus mengontrol korban. 

 5. Kekerasan terhadap Anak

 Grafik 4 di atas menunjukan kasus kekerasan terhadap anak yang masuk dan ditangani oleh Savy Amira
sepanjang tahun 2021 didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Kasus terbanyak adalah kekerasan
seksual berbasis gender online (KSBGO) yaitu 5 kasus,. Kemudian disusul kasus perkosaan 3 kasus (satu
orang korban  berusia 16 tahun dan 2 korban  berusia 17 tahun). 

Grafik 3: Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan
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6. Kekerasan Seksual

Diantara kasus-kasus kekerasan seksual yang
masuk, pelecehan seksual merupakan kasus
terbanyak (34 kasus) yang diadukan ke Savy
Amira. Bentuk pelecehan seksual yang terjadi
beragam seperti dilecehkan secara verbal,
dicium, diraba, dipegang (paha, payudara, vagina)
hingga mendapat kiriman konten pornografi.
Pelecehan tidak hanya terjadi secara fisik tapi
juga non fisik (melalui sosial media). Pelaku
pelecehan seksual cukup beragam mulai dari
orang terdekat seperti ayah, pacar hingga
orangyang tak dikenal. Grafik 6: Bentuk Kekerasan Seksual

Semua kasus pelecehan seksual yang didampingi Savy Amira di tahun 2021 tidak ada yang berlanjut ke
ranah hukum karena kendala bukti. Dengan mendasarkan KUHP, penyidik masih mensyaratkan adanya
bukti dan  saksi yang melihat langsung kejadian. Hal ini tentunya menjadi beban dalam pembuktian oleh
korban karena pelecehan seksual biasanya dilakukan saat tidak ada orang lain dan tidak terdapat bukti
fisik yang membekas sehingga kerap dianggap tidak cukup kuat untuk berlanjut ke pengadilan. Sementara
RUU TPKS hingga saat catahu ini dilaporkan, masih belum disahkan oleh DPR.

 Sementara itu, pandemi mengubah pola perilaku berelasi yang semula diadakan melalui luring (luar
jaringan) menjadi dilakukan daring (dalam jaringan). Pembatasan sosial membuat banyak orang
memanfaatkan media sosial untuk tetap terhubung dengan yang lain. Perubahan pola perilaku tersebut
membuat perempuan rentan menjadi korban kekerasan berbasis siber atau yang lebih dikenal dengan
istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Modus pornografi balas dendam (revenge porn) paling
banyak digunakan oleh pelaku. Bahkan pada satu kasus pornografi balas dendam berkembang menjadi
eksploitasi seksual. 

 KBGO yang diadukan ke Savy Amira meliputi pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming),
pelecehan online (cyber harassment), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of
privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online
defamation) mengalami kenaikan secara konsisten setiap tahun. Pada tahun 2019 terjadi (5 kasus)
kemudian tahun 2020 naik menjadi (16 kasus) dan tahun 2021 (29 kasus). Tingginya kasus KBGO menjadi
alarm tentang pentingnya pengenalan kekerasan berbasis online/siber. Siapa saja dapat menjadi korban
KBGO dan dalam relasi apapun, baik relasi suami-istri, pacaran, maupun pertemanan (tidak dekat). KBGO
pada relasi suami-istri yang diadukan ke Savy Amira dilakukan oleh seorang istri yang suaminya
menyebarkan foto dan video ketika mereka berhubungan seksual. Ancaman distribusi foto/video pribadi
(malicious distribution) dalam relasi mantan pacar juga banyak terjadi. KBGO yang dilakukan mantan pacar
mencapai 10 kasus, salah satunya dengan motif balas dendam (revenge porn).

 Pada grafik 6, ada 24 kasus perkosaan, 14 diantaranya pelakunya adalah pacar, 2 kasus oleh mantan
pacar kemudian disusul dilakukan oleh orang lain yang dikenal dikenal (8 kasus). Modus yang dilakukan
beragam mulai dari bujuk rayu, mengajak bermain dan penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi hirarkhis
formal (atasan-bawahan, dosen-mahasiswa). Terjadi 1 kasus kekerasan seksual yang dialami secara
berulang (reviktimisasi) oleh beberapa orang di satu masa kehidupannya. Pertama perkosaan yang
dilakukan oleh paman korban ketika korban masih SD dengan motif balas dendam pada ayah korban dan
dialami lagi saat korban SMA yang kakak kelasnya. Korban trauma berat dan menyalahkan diri sendiri, saat
ini dilakukan terapi psikologis untuk pemulihan korban. 
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 Salah satu kasus perkosaan di kampus yang dilaporkan oleh korban sejak awal tahun 2021 sampai
sekarang belum mendapatkan titik terang. Bahkan telah terjadi pengabaian oleh pihak kampus dengan
misalnya, korban tidak mendapatkan pendampingan psikologis, pemanggilan terhadap korban dilakukan
secara mendadak (sehingga korban merasa tidak siap sementara pendamping tidak tersedia) bahkan
dalam proses pertemuan dengan fakultas, korban diragukan keterangannya karena tidak menangis dan
terlihat baik-baik saja. Selama berbulan-bulan korban terus menanyakan perkembangan kasusnya dan
universitas menggantung harapan korban untuk dapat diproses lebih lanjut. Kampus merespon dengan
meminta korban untuk ‘bersabar’. Selain itu korban juga mendapatkan tekanan dari pihak universitas
tentang menjaga marwah kampus. Sampai sekarang pelaku belum mendapatkan sanksi apapun. Relasi
kuasa yang timpang antara korban-pelaku membuat korban seorang diri melawan sebuah institusi besar.
Posisi korban yang masih menyelesaikan tahap akhir study sempat membuat korban ragu untuk
meneruskan kasusnya. Korban mempertimbangkan kemungkinan adanya intervensi dari kampus, justru
akan mempersulit kelulusannya.

Beberapa korban perkosaan sempat terpikir dan berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Orang dengan
relasi dekat seperti ayah kandung, kakak kandung, paman dan pacar menjadi pelaku kekerasan seksual
seperti perkosaan pelecehan seksual. Keterikatan ini membuat situasi korban sulit seperti keterangan
cenderung diragukan hingga penyelesaian lewat kekeluargaan. Pada relasi orang lain yang dikenal antara
lain dosen, guru ngaji, teman, kakak kelas, atasan di tempat kerja, dan pekerja di rumah (sopir).

Savy Amira saat ini juga mendampingi 2 kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Satu
dalam relasi dosen - mahasiswa, dan satu lagi dilakukan oleh teman mahasiswa. Permendikbud No.30
Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
yang digadang-gadang menjadi payung hukum bagi civitas akademika di perguruan tinggi merupakan
terobosan yang baik bagi penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus. Namun demikian, masih
diperlukan komitmen yang kuat dari pihak universitas maupun jajarannya untuk mempunyai keberpihakan
pada korban dan mulai terbuka tanpa menutup-nutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus
dengan dalih menjaga marwah perguruan tinggi atau demi nama baik kampus.

 Kasus kekerasan seksual yang lain, yang diadukan, terjadi di dalam relasi perkawinan. Ada 7 perempuan
yang mengadukan mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh suaminya. Terjadinya kasus perkosaan
dalam relasi perkawinan menjadi penanda bahwa consent dalam relasi perkawinan masih diabaikan. Tidak
dicantumkannya perkosaan dalam perkawinan (marital rape) sebagai salah satu bentuk KS sempat
menjadi perdebatan dalam penyusunan RUU-TPKS di parlemen (pada tahun 2019). 

7. Relasi Korban dan Pelaku

 Dalam kasus kekerasan yang ditangani selama tahun 2021 hubungan pelaku dengan korban cukup
beragam dari mulai orang yang paling dekat seperti suami dan pacar hingga orang lain yang tidak dikenal.
Status sebagai Pelaku yang terbanyak adalah suami (57 kasus), kemudian orang lain yang tidak dikenal (31
kasus) dan pacar 29 kasus. Relasi antara mahasiswa-dosen dimanfaatkan pelaku untuk melakukan
perkosaan. Modus seperti diajari menulis ilmiah, hingga menjadi asisten dosen digunakan untuk merayu
dan memanipulasi korban. Data juga menunjukan bahwa lingkungan pendidikan keagamaan tidak lagi
aman bagi perempuan yang sedang belajar. Terdapat satu kasus pelecehan seksual anak dibawah umur
yang dilakukan oleh guru ngaji. Setelah ditelisik korban yang lebih dari satu tapi juga tidak membuat
proses hukum berjalan dengan cepat dan bahkan beberapa pihak seperti RT, pengurus TPQ dan
masyarakat setempat meragukan keterangan korban dan meminta korban untuk tidak meneruskan ke
kepolisian karena meyakini pelaku adalah orang baik dan sudah lama mengabdi sebagai guru ngaji.
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Grafik 7: Relasi korban dan pelaku

 Grafik 8 di atas menunjukan bahwa pengaduan kasus paling banyak dari Kota Surabaya yaitu 88 kasus
yang memang merupakan wilayah kerja Savy Amira. Namun, dalam praktiknya Savy Amira juga menerima
pengaduan dan mendampingi kasus dari luar Kota Surabaya seperti kabupaten Sidoarjo 19 kasus. Bukan
hanya kabupaten/kota dalam wilayah Jawa Timur tapi juga lintas provinsi seperti DKI Jakarta bahkan luar
negeri yaitu Australia. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya layanan online di masa pandemi.

8. Alamat/Domisili Korban

Grafik 8: Alamat/domisili korban
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9. Usia Korban dan Pelaku

 Grafik 9 di samping menunjukan bahwa
korban dan pelaku paling banyak pada
rentang usia 25-40 tahun, kemudian usia
18-24 tahun dan 41-60 tahun. Korban
dengan usia yang paling rendah berusia 7
tahun. Terdapat 27 usia pelaku yang tidak
diketahui. Minimnya informasi terkait
identitas pelaku terjadi karena korban
berusaha menutupi identitas pelaku, dan
karena pelaku merupakan orang lain yang
tidak dikenal oleh korban.

Grafik 9: Usia korban dan pelaku

10. Pendidikan Korban dan Pelaku

Grafik 10 menunjukan jenjang
pendidikan korban dan pelaku. Pada
jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
terdapat 62 korban dan 53 pelaku,
Strata Satu (S1) terdapat 55 korban dan
38 pelaku dan 46 pelaku tidak diketahui
latar belakang pendidikannya. Melihat
korban terbanyak kedua dengan latar
belakang pendidikan perguruan tinggi
menandakan bahwa, semakin tinggi
tingkat pendidikan perempuan
membuat kemungkinan lebih besar
untuk bersuara terkait persoalan
kekerasan yang dialami. Dilain pihak,
bila melihat tingkat pendidikan pelaku,
menunjukkan orang dengan tingkat
pendidikan apapun berpotensi menjadi
pelaku.

11. Pekerjaan Korban dan Pelaku

Grafik 10: Pendidikan korban dan pelaku

 Grafik 11 menunjukan ragam pekerjaan korban dan pelaku. Dari tabel di atas diketahui terdapat 43
korban dan 42 pelaku sebagai karyawan swasta. Latar belakang pekerjaan pelaku cukup beragam mulai
dari dokter, dosen, guru ngaji hingga aparat penegak hukum. Namun demikian latar belakang pekerjaan
korban maupun pelaku tidak dapat dijadikan dasar untuk melihat seseorang berpotensi menjadi
korban/pelaku kekerasan. Data ini hanya digunakan untuk melihat sebaran ragam pekerjaan
korban/pelaku.
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Grafik 11: Pekerjaan korban dan pelaku

12. Jenis Layanan yang Diakses

 Diagram 12 menunjukan ragam layanan yang diakses
oleh klien. Layanan yang paling banyak diakses
konseling psikologis dan konsultasi psikososial yaitu
65%, konsultasi hukum 33%, dan terapi psikologis 2%.
Terdapat 9 kasus yang berhenti pada proses asesmen,
diantaranya disebabkan korban berdomisili di luar
wilayah Kota Surabaya dan tidak merespon ketika
dihubungi setelah asesmen

 IV. Tantangan dan Saran

 Pandemi Covid-19 jelas menjadi hambatan utama karena terbatasnya ruang gerak dalam kerja-kerja
pendampingan bagi korban kekerasan berbasis gender. Tantangan penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan saran yang perlu dilakukan adalah: 

1)   Beberapa aduan tidak dapat ditindaklanjuti karena korban tidak dapat dihubungi setelah melakukan
pengaduan. Hal tersebut seringkali terjadi karena korban masih dalam kondisi kebingungan apakah akan
mencari bantuan atau tidak untuk kekerasan yang dialaminya.
(Penguatan terhadap korban kekerasan menjadi tanggung jawab bersama dari lingkungan terdekatnya
sehingga korban mampu berbicara dan mencari pertolongan untuk dirinya).

2)   Korban dan anak-anak yang telah keluar dari relasi kekerasan masih mendapatkan teror dari pelaku.
(Dibutuhkan adanya perlindungan bagi korban dari ancaman pelaku pasca keluar dari relasi kekerasan).
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terhadap perempuan dan saran yang perlu dilakukan adalah: 

1)   Beberapa aduan tidak dapat ditindaklanjuti karena korban tidak dapat dihubungi setelah melakukan
pengaduan. Hal tersebut seringkali terjadi karena korban masih dalam kondisi kebingungan apakah akan
mencari bantuan atau tidak untuk kekerasan yang dialaminya.
(Penguatan terhadap korban kekerasan menjadi tanggung jawab bersama dari lingkungan terdekatnya
sehingga korban mampu berbicara dan mencari pertolongan untuk dirinya).

2)   Korban dan anak-anak yang telah keluar dari relasi kekerasan masih mendapatkan teror dari pelaku.
(Dibutuhkan adanya perlindungan bagi korban dari ancaman pelaku pasca keluar dari relasi kekerasan).

3)   Korban merasa harus menyetujui tawaran untuk bersedia diselesaikan dengan cara mediasi dan
mencabut laporan. Hal ini berisiko korban akan kembali mendapatkan kekerasan dari pelaku. 
(Penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban terbukti bukan cara yang efektif untuk
menghentikan kekerasan, karena pada banyak kasus pelaku terbukti akan selalu mengulangi
perbuatannya).

4)   Korban yang menghilang di tengah proses pemulihan kemudian muncul lagi di waktu yang lain, serta
tidak adanya kerjasama yang baik antara penyintas dan pendamping psikologis berdampak tidak hanya
pada proses pemulihan menjadi tidak efektif, namun juga melelahkan bagi pendamping.
(Diperlukan dukungan dari orang terdekat penyintas dalam proses pemulihan psikologis).

5)   Dalam hal hak asuh anak, meskipun hak asuh tersebut jatuh ke tangan ibu, seringkali anak masih
tinggal bersama ayah dan tidak ada akses bagi ibu untuk mendapatkan haknya. 
(Untuk itu, perlu dukungan dari dinas maupun APH untuk mengeksekusi putusan tersebut).

6)   Norma dan nilai sosial terkait kekerasan berbasis gender yang masih dianggap sebagai aib dan
kepercayaan terhadap perceraian sebagai tindakan yang dibenci Tuhan maupun perceraian sebagai
kegagalan dalam membina rumah tanggamembuat perempuan sulit keluar dari relasi kekerasan.
(sosialisasi bahwa perceraian bisa jadi merupakan solusi terbaik).

7)   Minimnya payung hukum bagi KS yang terjadi di ranah relasi non-marital
(Segera sahkan RUU-TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) untuk menutup kekosongan payung hukum
untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dalam relasi non marital)

8)   Hingga saat ini Savy Amira belum dapat mengakses alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah
yang ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak. Sebagai informasi, biaya yang telah dikeluarkan
sepanjang tahun 2021 sejumlah Rp 40.800.000 (transport dan konsumsi pendamping). Biaya ini tidak
mencakup jasa layanan psikologi maupun layanan hukum.
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 V. Penutup

Dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Savy Amira berjejaring dengan
pemerintah dan lembaga layanan lain. Savy Amira mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang
terlibat dalam proses penanganan kasus yang membantu memberikan layanan kesehatan, hukum, rumah
aman/shelter dan tempat tinggal sementara. Pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:
 PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), POLDA Jatim, DP3AK, P2TP2A kab Gresik. PW Fatayat NU Jawa Timur, PKBI
(persatuan Keluarga Berencana Indonesia) Jawa Timur, RS Graha Medika, Samsara Yogyakarta, Kolektif
Advokat Gender, Hope Helps UNAIR (Airlangga University), LBH APIK Pontianak, Yayasan Embun Surabaya,
Grab Indonesia, Komnas Perempuan, Polrestabes Surabaya, LBH Jentera Jember, Diffa Madiun, UPT
Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Pemukiman Provinsi Jawa Timur dan Jaringan Indonesia Positif
Jawa Timur.

Savy Amira mengucapkan terima kasih kepada Program New Zealand Embassy Fund (HEF) dan para
donatur pribadi yang telah mensupport kegiatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu
Savy Amira juga mengucapkan terima kasih kepada Grab Indonesia yang telah memberikan donasi
sembako bagi penyintas dan donatur pribadi yang telah mensupport beasiswa pendidikan anak penyintas.

Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pendamping Savy Amira atas dedikasi,
semangat dan energi positif yang telah diberikan, yaitu: Agnes Wijaya, Alivia Indah Lukitasari, Anik
Mustika, Astrid Wiratna, Benedicta Herlina, N.K.E Triwijati dan Siti Mazdafiah.

Tak lupa kepada para penyintas yang telah memercayai Savy Amira untuk bersama-sama berupaya
menghentikan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Penanganan kasus selama tahun 2021 didanai oleh donatur personal, Program HEF (Head of Embassy
Fund) New Zealand Embassy di Jakarta dan usaha Toko Mantan Savy Amira. 

***

Apabila mengalami maupun mengetahui kekerasan terhadap
perempuan dapat menghubungi Savy Amira melalui 

Nomor Hotline                      : 0851 0028 4788
Nomor Kantor                       : 0813 2649 1442
Email                                        : savyamira1997@gmail.com
Facebook                                : Savy Amira
Instagram                              : savyamiraofficial
Twitter                                    : @savyamiraWCC
Website                                  : www.savyamirawcc.com
Form pengaduan kasus     :   http://bit.ly/FormPengaduanSavyAmira 
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